
BAB II 

Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran 

A. Pengantar 

Teori Keagenan (agency theory) menjadi dasar dalam penelitian ini. Agency 

theory memiliki asumsi bahwa agen dan principal masing-masing semata-mata 

termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga timbullah konflik antara principal 

dan agen. Adanya konflik antara pihak manajemen (agent) dan pemilik/shareholder 

(principal). Dalam teori keagenan ada problem moral hazard yang timbul karena 

adanya asimetri informasi yaitu manajemen memposisikan informasi yang superior 

untuk memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dan mengasumsikan bahwa 

shareholder tidak bisa mengobservasi perilaku manajemen. Moral hazard dapat 

dipecahkan dengan mendesain perjanjian kontrak dengan memberikan insentif 

kepada manajemen. (Misalnya: bonus plan dari net income). Penggunaan auditor 

eksternal yang independen merupakan mekanisme yang didorong oleh pasar, 

dengan tujuan mengurangi agency cost (Jensen dan Meckling, 1976). Disini, 

pemegang saham mengharapkan auditor untuk dapat menekan kemungkinan 

terjadinya moral hazard yang dilakukan oleh manajemen, sehingga agency cost 

yang ditanggung pemegang saham akan berkurang. Namun dari sudut pandang 

manajer, sejalan dengan moral hazard hypotesis dan kondisi informasi asimetri, 

manajer akan cendrung memilih auditor yang memberi keleluasaan untuk memilih 

prosedur akuntansi yang disukainya, namun sekaligus juga memberikan opini audit 

yang menguntungkan.  



Gavious (2007) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber 

pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Disatu pihak, auditor 

ditunjuk oleh manajemen untuk melakukan audit bagi kepentingan pemegang 

saham, namun dilain pihak, jasa audit akan dibayar dan ditanggung oleh 

manajemen. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang tidak bisa dihindari 

oleh auditor. Konsisten dengan teori agensi, manajemen perusahaan akan 

senantiasa mencoba untuk dapat memuaskan keinginan investor dengan memilih 

auditor yang dapat merefleksikan citra manajer yang baik dimata investor. Adanya 

biaya keagenan yang mencakup adanya sistem audit untuk membatasi perilaku 

manajemen, berbagai perjanjian yang menyatakan bahwa para manajer tidak 

menyalahgunakan wewenangnya, dan perubahan dalam sistem organisasi untuk 

dapat membatasi perilaku manajer menjalankan praktik-praktik yang tidak 

dikehendaki. Selain itu juga adanya praktik Good Corporate Governance dapat 

digunakan untuk menghindari adanya manipulasi terhadap pelaporan keuangan 

oleh manajer.  

 

B. Telaaah Pustaka 

1. Teori Agensi 

Konsep mengenai teori keagenan dalam Sistem Pengendalian 

Manajemen menurut Robert N. Anthony dan Govindarajan (2005:269) adalah 

hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan 

agent untuk melakukan tugas kepentingan Principal, termasuk pendelegasian 

otoritas pengambilan keputusan dari principal ke agent. Dalam teori, para 

manajer merupakan agen atau wakil dari pemilik, akan tetapi pada 



kenyataannya mereka mengendalikan perusahaan. Ini menimbulkan terjadinya 

konflik kepentingan. 

Hubungan keagenan didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih orang (principal) yang mengikat 

orang lain (agent) untuk melakukan pekerjaan atas nama principal yang 

berhubungan dengan pendelegasian otoritas pembuatan keputusan oleh agent. 

Dalam manajemen, manajer sebagai orang yang menjalankan perusahaan, 

umumnya, memiliki informasi yang lebih mengenai posisi laporan keuangan 

dan hasil operasi perusahaan yang “benar” daripada pemegang saham. 

Perbedaan tersebut menimbulkan konflik kepentingan: (1) antara shareholders 

dan manajer, (2) antara shareholders dan debtholders, dan (3) antara manajer, 

shareholders, dan debtholders. 

Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut menurut Weston dan 

Copeland (1995: 9), diperlukan tambahan pengeluaran  (biaya keagenan). 

Dimana, principal dapat membatasi kepentingan agen dengan memberikan 

insentif yang tepat dan mengeluarkan biaya pengawasan (monitoring cost) 

untuk membatasi aktivitas yang menyimpang dari agent. Pelaporan informasi 

keuangan pada pemilik (pemegang saham) umumnya mengikuti prinsip-prinsip 

akuntansi. Oleh sebab itu, untuk menghindari manipulasi akan pelaporan 

keuangan oleh manajer akibat konflik kepentingan tersebut, kebutuhan akan 

auditor semakin meningkat. 

2. Independensi Auditor dan Peraturan Menteri Keuangan Republik  

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008. 

Tujuan dari aktivitas audit adalah verifikasi, ini dilakukan atas laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada pemilik. Laporan keuangan 



yang telah disusun ini memerlukan konfirmasi mengenai kebenarannya. 

Kebutuhan akan konfimasi atas laporan keuangan ini disebabkan karena 

ketiadaaan verifikasi, sehingga manajemen dapat memiliki kecendrungan untuk 

menyediakan informasi kondisi keuangan yang tidak benar. Hal ini dikarenakan 

laporan keuangan digunakan sebagai alat penilaian kinerja manajemen. 

Independensi Auditor adalah kunci utama profesi audit termasuk kewajaran dari 

laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik dalam 

fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, profesi auditor dilarang 

memiliki hubungan pribadi dengan klien karena dapat menimbulkan konflik 

kepentingan potensial. Maka, anjuran untuk dapat mencegah hal itu adalah 

dengan rotasi wajib auditor ( AICPA,1978a; AICPA 1978b dalam Nasser et 

al, 2006). Auditor yang tidak indepeden apabila auditor tersebut mempunyai 

hubungan tertentu seperti hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Menurut 

Munawir (1995:32) menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan bursa efek, 

auditor akan dianggap tidak independen jika: kantor akuntan yang bersangkutan 

adalah pimpinan perusahaan klien, kantor akuntan yang bersangkutan 

melakukan pekerjaan akuntansi klien, kantor akuntan dengan klien saling 

melakukan peminjaman pribadi dalam jumlah yang materiil ditinjau dari jumlah 

kekayaan auditor yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mulyadi (1998:50) 

hal-hal yang dapat mempengaruhi integritas, objektivitas, dan independensi 

yaitu adanya hubungan keuangan dengan klien, kedudukan dalam perusahaan, 

keterlibatan dalam usaha bisnis, pelaksanaan jasa lain untuk klien, penerimaan 

barang atau jasa dari klien, hubungan pribadi atau keluarga. Dengan adanya 

hal-hal tersebut diatas akan menyebabkan opini yang dikeluarkan oleh auditor 

menjadi tidak objektif.  



Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia di dalam 

pasal 6 ayat 4  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 tahun 2002 tersebut 

dikatakan: 

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (Lima) tahun buku 

berturut-turut dan oleh seorang Akuntan  Publik paling lama untuk 3 

(tiga) tahun buku berturut- turut. 

Pada tahun 2003, keputusan tahun 2002 tersebut diamandemen dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa 

Akuntan Publik”. Kemudian pada tanggal 5  Februari 2008, Menteri Keuangan 

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa 

Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan terbaru ini mengatur tentang pemberian jasa 

audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP 

paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan 

publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Akuntan publik 

dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku 

tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. (pasal 

3 ayat 2 dan 3). 

Ada dua argumen mendasar yang mendukung rotasi mandatori, yaitu 

independensi auditor dapat dirusak oleh hubungan jangka panjang dengan 

manajer perusahaan, dan kualitas dan kompetensi kerja auditor cendrung 

menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Dengan adanya rotasi wajib ini 

dapat mendorong peningkatan kualitas audit. Sedangkan, adanya argumen yag 

menolak Ketentuan Rotasi Wajib bahwa tenur KAP yang lama akan 

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas audit. Temuan ini 



mendukung argumen bahwa semakin lama bertugas, KAP akan memiliki 

pengetahuan dan juga pengalaman untuk dapat merancang prosedur audit yang 

baik dan benar. Pengetahuan dan pengalaman inilah yang dapat membuat 

auditor semakin teliti, selain itu tenur auditor yang panjang akan menghasilkan 

biaya yang lebih rendah. 

3. Audit Tenure 

Audit tenure adalah masa perikatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Ketentuan mengenai  audit 

tenure telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku 

berturut–turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) 

tahun buku berturut–turut. Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban bagi 

sebuah perusahaan untuk melakukan rotasi auditor (pergantian auditor) apabila 

telah mencapai batas waktu perikatan yang ditentukan. Pergantian auditor 

secara wajib semata–mata dilakukan atas dasar peraturan.   

Ada kebaikan dan kelemahan pada kewajiban rotasi auditor. Brody dan 

Moscove dalam Adibowo (2009) menyatakan bahwa rotasi auditor akan 

meningkatkan kualitas audit dan independensi audit melalui suatu pengurangan 

klien terhadap auditor. Kurangnya pengaruh datang dari adanya resiko 

kehilangan klien jika auditor tidak menyetujui pilihan pelaporan keuangan 

manajer (Farmer et al., 1987 dalam Adibowo, 2009). Lebih lanjut, Knapp 

(1991) dalam Adibowo (2009) mengemukakan sebuah pandangan bahwa 

kualitas audit berpengaruh negatif jika dihubungkan dengan masa jabatan 

auditor dengan tenur lebih dari lima tahun. Alasan teoritis yang mendasari 



penerapan rotasi wajib yaitu bagi auditor dan KAP diharapkan akan 

meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. 

Pembatasan  tenure auditor merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu 

dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensinya. Upaya 

yang mendukung rotasi (pergantian) wajib selama enam tahun adalah karena 

ketentuan ini akan mendorong peningkatan kualitas audit. (sesuai dengan 

argumen pendukung dan penolak Ketentuan Rotasi Wajib diatas). 

4. Financial Distress 

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari 

sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau 

kelangsungan hidup perusahaan. Financial distress merupakan kondisi dimana 

keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Financial distress 

terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai 

suatu keadaan dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi 

kewajiban – kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan 

ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga 

tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat dicapai yaitu profit, 

sebab dengan laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk 

mengembalikan pinjaman, bisa membiayai operasi perusahaan dan kewajiban – 

kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki. 

Prediksi financial distress perusahaan ini menjadi perhatian banyak pihak. 

Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat dari 

laporan keuangannya.  

Dalam penelitian ini financial distress diproksikan dengan rasio DER 

(Debt to Equity Ratio) mengacu pada penelitian Sinarwati (2010); Suparlan dan 



Andayani (2010); Wijayani (2011). Rasio DER dihitung dengan 

membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Total hutang merupakan 

total kewajiban (baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang), 

sedangkan total ekuitas merupakan total modal sendiri (total modal saham yang 

disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio 

DER menunjukkan komposisi total hutang semakin besar di banding dengan 

total ekuitas, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap 

pihak luar (kreditur). Demikian juga jika DER dalam posisi negatif yang 

menunjukkan performa buruk dan perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban terhadap pihak luar. Dengan semakin besar penggunaan hutang, 

semakin besar pula beban biaya bunga, semakin besar probabilitas bahwa 

penurunan penghasilan akan menyebabkan financial distress. 

Maka adanya dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada 

perusahaan yang terancam bangkrut. Kesulitan keuangan signifikan 

mmemengaruhi perusahaan yang terancam bangkrut untuk berpindah KAP 

(Schwartz dan Menon, 1985).  

5. Reputasi auditor 

Perusahaan akan mencari KAP dengan kredibilitas tinggi untuk 

meningkatkan kreadibilitas laporan keuangan bagi para pemakai laporan 

keuangan tersebut. Auditor yang mempunyai banyak klien berarti auditor 

tersebut mendapat kepercayaan yang lebih dari klien untuk membawa 

perusahaan klien ke pasar modal. Dengan variabel reputasi auditor ini, terdapat 

kecenderungan semakin luasnya pengungkapan akibat reputasi auditor yang 

baik. KAP terbagi menjadi dua kelompok yaitu, KAP Big Four dan KAP Non 

Big Four. KAP Big Four terdiri dari: 



1. KAP Price Waterhouse Coopers (PWC) 

2. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) 

3. KAP Ernest & Young ( E & Y) 

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte) 

Expertise KAP merupakan salah satu atribut dalam servis KAP besar 

(Mardiyah, 2002). Penelitian Wooten yang memaparkan Teori De Angelo 

(1981 dalam Yuliana dan Ardiati, 2004) menunjukkan bahwa KAP besar akan 

cendrung menyajikan audit yang lebih baik, karena mereka memiliki nama baik 

yang dipertaruhkan. KAP besar akan memberikan brand bagi perusahaan yang 

memakai jasanya (DeAngelo, 1981). Adanya faktor expertise dan brand itu 

akan menentukan perubahan auditor oleh perusahaan sehingga perusahaan lebih 

memilih KAP besar.   

6. Pertumbuhan Perusahaan 

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan ukuran seberapa baik 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya 

maupun dalam kegiatan ekonominya secara keseluruhan (Weston dan 

Copeland, 1992). Dalam penelitian ini, diproksikan dengan tingkat penjualan. 

Karena, penjualan merupakan aktivitas utama perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. 

Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor eksternal, internal, dan pengaruh iklim industri lokal. Perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya dengan leverage, 

sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak 

terjadi biaya keagenan (agency cost) antara pemegang saham dengan 

manajemen perusahaan, sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 



yang rendah sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya 

karena penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar 

bunga secara teratur. 

Pengukuran dilakukan dengan melihat pertumbuhan laba operasi 

perusahaan. Dengan melakukan pengukuran laba operasi perusahaan, kita dapat 

melihat aspek pemasaran dan juga efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan 

sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran berikutnya adalah dengan 

mengukur pertumbuhan laba bersih, dimana inputnya pertumbuhan laba bersih 

ini adalah modal, sedangkan outputnya adalah laba. Pengukuran pertumbuhan 

perusahaan yang terakhir adalah melalui pengukuran pertumbuhan modal 

sendiri. 

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, misalnya 

dengan melihat pertumbuhan penjualannya. Pengukuran ini hanya dapat 

melihat pertumbuhan perusahaan dari aspek pemasaran perusahaan saja. 

Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi 

membutuhkan dukungan sumber daya organisasi (modal) yang semakin besar, 

demikian juga sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan 

penjualannya rendah kebutuhan terhadap sumber daya organisasi (modal) juga 

semakin kecil. Jadi konsep tingkat pertumbuhan penjualan tersebut memiliki 

hubungan yang positif, tetapi implikasi tersebut dapat memberikan efek yang 

berbeda terhadap struktur modal yaitu dalam penentuan jenis modal yang akan 

digunakan. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan bisnis diharapkan lebih 

cenderung mempertahankan KAP mereka daripada rekan-rekan mereka dengan 

pertumbuhan yang lebih rendah. 



7. Opini Audit 

Menurut IAI (2001), laporan audit adalah suatu sarana bagi auditor 

untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk 

menyatakan tidak memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, 

auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan untuk tidak 

mudah dipengaruhi, serta harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya 

dan memiliki suatu kepentingan dengan kliennya. Jadi, laporan audit berisi 

tentang opini auditor yang merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), 

ada 5 (lima) jenis pendapat akuntan, yaitu: 

(1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) 

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar 

auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, seperti yang 

terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan 

bahan-bahan pembuktian (audit evidence) yang cukup untuk mendukung 

opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia, maka 

auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.  

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 



Auditor dapat menentukan bahwa ia dapat menyatakan pendapat wajar 

tanpa pengecualian hanya jika audit telah dilaksanakan berdasarkan standar 

auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan oleh karena itu hanya 

jika ia dapat menerapkan prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan 

keadaan. 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan apabila kondisi-kondisi 

berikut terpenuhi: 

a. Semua laporan keuangan - neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan 

laporan arus kas - sudah tercakup dalam laporan keuangan. 

b. Tiga standar umum telah diikuti dalam segala aspek penugasan. 

c. Bukti yang memadai (sufficient evidence) telah diakumulasi, dan auditor 

telah melaksanakan penugasann dalam suatu keadaan yang 

memungkinkannya menarik kesimpulan bahwa ketiga standar pekerjaan 

lapangan telah dipenuhi. 

d. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa pengungkapan yang cukup telah 

dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan bagian yang lain dari 

lapotran keuangan. 

e. Tidak terdapat keadaan yang memerlukan tambahan paragraf penjelasan 

atau modifikasi kata-kata dalam laporan. 

Penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified audit 

report) dapat disebabkan: 

 

 



a. Kondisi 1: Pembatasan Lingkup Audit 

   Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun 

oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti 

kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi, mungkin 

mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau 

pernyataan tidak memberikan pendapat. Dalam hal ini, alasan pengecualian 

atau pernyataan tidak memberikan pendapat harus dijelaskan oleh auditor 

dalam laporannya. 

b. Kondisi 2: Penyimpangan dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum 

di Indonesia 

Pengungkapan yang tidak cukup. Informasi pokok untuk penyajian secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 

harus disajikan dalam laporan keuangan (termasuk catatan atas laporan 

keuangan yang bersangkutan). Jika informasi tersebut disajikan di tempat 

lain dalam laporan kepada pemegang saham, atau dalam prospektus, surat 

kuasa (proxy statement), atau laporan semacam yang lain, informasi tersebut 

harus diacu dalam laporan keuangan. Jika laporan keuangan, termasuk 

catatan atas laporan keuangan, tidak menjelaskan informasi tersebut yang 

diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor 

harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak 

wajar, karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia dan keharusan bagi auditor untuk menyediakan 

informasi tersebut dalam laporan auditor, bila secara praktis untuk 

dilaksanakan, kecuali jika tidak disajikan informasi tersebut dalam laporan 

auditor diakui sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing khusus. 



c. Kondisi 3 : Auditor tidak independen 

Independensi diatur dalam pasal 6 Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu 

prinsip etika akuntan, aturan etika akuntan, dan interpretasi aturan etika 

akuntan. 

(2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Ditambahkan Bahasa penjelasan 

ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku (Unqualified Opinion with 

Explanatory Language) 

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu mungkin 

mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa 

penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. 

Keadaan tersebut menurut Sukrisno Agoes (2004: 54)  meliputi: 

a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. 

b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena 

keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang 

dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia. 

c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor 

yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas 

namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor 

berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif 

dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. 

d. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam 

penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. 



e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporanlaporan audit atas 

laporan keuangan komparatif. 

f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengwas 

Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan untuk direview. 

g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya 

menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh dewan tersebut, dan 

auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan 

informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang 

besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang 

dikeluarkan oleh Dewan tersebut. 

h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang 

yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

(3) Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang 

berhubungan dengan yang dikecualikan. 

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan 

pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang 



berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan 

yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana: 

a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap 

lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak 

dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan 

tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. 

b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 

yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan 

pendapat tidak wajar. 

(4) Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas 

tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan 

dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua 

alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang 

menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil 

usaha, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak 

tersebut tdak dapat ditentukan secara beralasan, laporan auditor harus 

menyatakan hal itu. 

(5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion) 

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakah bahwa auditor 

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 



Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan 

suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan 

suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang 

mendukung pernyataannya tersebut. 

 Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor 

tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya 

memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan 

pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa 

terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan 

lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan 

substantif yang mendukung pernyataannya tersebut. Ia harus menyatakan 

bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan. Auditor tidak harus menujukan prosedur yang dilaksanakan 

dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam satu paragraf (yaitu, 

paragraf lingkup audit dalam laporan auditor bentuk baku). Jika auditor 

menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang 

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan 

kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus 

menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan 

keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 



Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan 

pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan 

auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, 

sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (no opinion) karena 

ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan 

auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

8. Pergantian Manajemen 

Pimpinan puncak (CEO) menetapkan strategi yang diharapkan akan 

dapat membawa organsasi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut dibutuhkan proses pengendalian manejemen yang dilaksanakan oleh 

para manajer di berbagai tingkatan untuk memperoleh keyakinan bahwa semua 

orang yang dipimpinnya telah melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh 

pimpinan puncak. 

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah 

jajaran dewan direksinya. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik 

direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam 

kebijakan perusahaan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP 

(Damayanti dan Sudarma, 2008). Jadi, jika terdapat pergantian manajemen akan 

secara langsung atau tidak langsung mendorong auditor switch karena 

manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang selaras 

dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya. Nagy Schwartz dan Menon 

(1985) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian manajemen 

akan mengganti KAP-nya karena manajemen akan mencari KAP yang sesuai 

dengan keinginan perusahaan. Manajemen memerlukan auditor yang lebih 

berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang 



cepat. Jika hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan 

mengganti auditornya. (Joher et al, 2000 dalam Damayanti dan Sudarma, 

2008). 

9.  Auditor Switching 

Auditor switching merupakan perpindahan auditor (KAP) yang 

dilakukan oleh perusahaan klien. Bukti teoritis didasarkan pada teori  agensi 

dan informasi ekonomi. Menurut Elder et al (2008:81) alasan manajemen 

ketika memutuskan untuk mengganti auditornya adalah mencari pelayanan 

dengan kualitas yang lebih baik, opinion shopping, dan mengurangi biaya. 

Ketiga hal tersebut berhubungan dengan independensi auditor. Jika perusahaan 

mengganti auditor untuk kualitas yang lebih baik maka hal tersebut tidak 

mengancam independensi auditor. Jika perusahaan berpindah auditor karena 

alasan lainnya, maka terdapat ancaman independensi dan perlindungan yang 

terbaik bagi auditor adalah komunikasi. Auditor yang baru harus berkomunikasi 

dengan auditor sebelumnya sebelum dapat mengambil keputusan untuk 

menerima klien. 

Pada lingkungan yang tidak membatasi pergantian auditor, pergantian 

terjadi karena beberapa alasan: auditor mengundurkan diri atau auditor 

diberhentikan oleh klien. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena 

ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasikan klien 

akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien (Febrianto, 2009). 

Jadi, fokus perhatian peneliti adalah pada klien. Klien yang diaudit oleh KAP 

baru mungkin lebih puas dengan beberapa pertimbangan. Pertama, perusahaan 

cenderung untuk mengganti auditor  karena mereka tidak puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh auditor sebelumnya atau mereka mempunyai 



beberapa jenis perselisihan dengan auditor sebelumnya.  Kedua, pada perikatan 

audit yang baru, ada ketidakyakinan manajemen klien terhadap kualitas 

pelayanan yang disediakan dari KAP. 

Ketika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang 

mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: 

auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di 

antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa 

itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian 

tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka 

diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.  

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan 

atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika 

pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada 

sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama 

beralih kepada auditor (Febrianto, 2009). 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah 

jajaran dewan direksinya. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik 

direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam 

kebijakan perusahaan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP 

(Damayanti dan Sudarma, 2008). Jadi, jika terdapat pergantian manajemen 

akan secara langsung atau tidak langsung mendorong auditor switch karena 

manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang selaras 

dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya. Schwartz dan Menon (1985) 



menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan 

mengganti KAP-nya karena manajemen akan mencari KAP yang sesuai 

dengan keinginan perusahaan. Biasanya, perusahaan akan mencari KAP yang 

menunjukkan reputasi audit yang baik.  

Reputasi audit sering dipersepsikan dengan KAP big 4/non-big 4. 

Menurut Teoh dan Wong (1993) laporan earning dari auditor berkualitas lebih 

akurat dan dapat mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya. Proksi yang 

digunakan oleh Teoh dan Wong dalam menggambarkan auditor berkualitas 

adalah Kantor Akuntan Publik Big Four sebagai auditor berkualitas. Karena itu 

jika auditor perusahaan berkualitas maka kemungkinan perusahaan untuk 

mengganti auditor semakin kecil.  

Adanya hubungan pertumbuhan perusahaan dalam Nasser et al. (2006) 

yang melakukan penelitian di Malaysia mengatakan bahwa tenure pada 

perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi lebih panjang daripada 

perusahaan dengan pertumbuhan rendah. Ketika bisnis terus tumbuh, 

permintaan terhadap KAP yang dapat mengurangi agency cost dan untuk 

menyediakan layanan non-audit diperlukan untuk perluasan perusahaan 

meningkat. Oleh karena itu, bisnis berkembang diharapkan lebih cenderung 

mempertahankan KAP mereka daripada rekan-rekan mereka dengan 

pertumbuhan yang lebih rendah.  

Perusahaan yang mengalami financaial distress akan cendrung 

berpindah KAP. Schwartz dan Menon (1985) mengungkapkan bahwa ada 

dorongan yang kuat untuk berpindah KAP pada perusahaan yang terancam 

bangkrut. McKeown (1991) dan Sinarwati (2010) menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER) untuk mengukur kesulitan keuangan perusahaan, yang 



menemukan pengaruh positif kesulitan keuangan perusahaan dengan 

melakukan perpindahan KAP. Penelitian ini menggunakan Debt to Equity 

(DER) sebagai proksi untuk mengukur kesulitan keuangan suatu perusahaan, 

yaitu seberapa besar proporsi asset perusahaan yang dibiayai melalui utang. 

Jika nilainya semakin tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar aset 

perusahaan dibiayai melalui utang. Perusahaan dengan DER yang tinggi berarti 

memiliki tingkat leverage yang tinggi. Jika perusahaan dalam keadaan 

financial distress maka perusahaan memiliki motivasi untuk mengganti 

auditornya karena tidak mau diberikan opini unqualified (Sinarwati, 2010).  

Ketidakpuasan atas pendapat auditor menyebabkan timbulnya 

ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan akan 

mengganti KAP-nya. Opini selain wajar tanpa pengecualian (unqualified) 

menyiratkan ada masalah atau kesulitan yang terjadi didalam suatu perusahaan. 

Pihak manajemen sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari 

opini selain wajar tanpa pengecualian (unqualified). Namun apabila hal itu 

terjadi, pergantian auditor menjadi salah satu jalan untuk menghindarinya. 

Temuan ini konsisten dengan temuan Chow dan Rice (1982). 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Ha1 : Perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi memiliki tingkat 

kecendrungan lebih rendah cendrung berpengaruh terhadap auditor 

switching 

Ha2 : Perusahaan yang mengalami financial distress lebih cenderung berpengaruh 

terhadap auditor switching 

Ha3 : Reputasi Auditor memiliki kecendrungan lebih rendah terhadap  auditor 

switching 

Ha4 : Perusahaan yang menerima opini audit selain unqualified lebih cenderung 

berpengaruh terhadap auditor switching 

Ha5 : Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen lebih cenderung 

berpengaruh terhadap auditor switching 

Pertumbuhan Perusahaan 
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